PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR
:03/HK.03/2172/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG

Abstrak: bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/ Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor
Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  1442/HK.03-
Kpt/03/KPU/X1/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
12/SDM.05.5/04/2022 Sekretaris Komisi Kabupaten/Kota;



Catatan: -

Dalam  Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor:
03/HK.03/2172/2022 diatur tentang:

Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari: Pengarah, Ketua, Sekretaris,

Anggota.

Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak ditetapkan
tanggal 23 Januari 2022;

Lampiran, 4 halaman.



